
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.364, 2022 KEMENKEU. PPN. Penyerahan Barang Hasil 

Pertanian Tertentu. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 64/PMK.03/2022 

TENTANG 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN 

BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian 

hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan 

dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban 

perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan 

penyerahan barang hasil pertanian tertentu, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai pengenaan pajak 

pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil 

pertanian tertentu; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil 

Pertanian Tertentu belum dapat menampung 

perkembangan kebutuhan pengaturan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 16G huruf i Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 



2022, No.364 -2- 

atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak 

Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil 

Pertanian Tertentu; 

 

Mengingat :  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak   

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

 4.  Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1031); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL 

PERTANIAN TERTENTU. 
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Pasal 1 

  Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah beserta perubahannya.  

2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

6. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, 

penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang 

dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang 

terutang. 

7. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua 

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual 

karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk 

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan potongan 

harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. 

8. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat 

oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 

9. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang 

seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak 

karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan 

Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena 

Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau 

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean 

dan/atau impor Barang Kena Pajak. 
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10. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi 

Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 

dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan 

Nilai.  

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 

kalender kecuali bila Pengusaha Kena Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 

Pasal 2 

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan 

penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat 

menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan 

menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. 

(2) Ketentuan mengenai rincian barang hasil pertanian 

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

(1) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) ditetapkan: 

a. sebesar 1,1% (satu koma satu persen) dari Harga 

Jual, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; 

dan 

b. sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari Harga 

Jual, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya 

penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b 



2022, No.364 
-5- 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

(2) Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diperoleh dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dari 

tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

dikalikan dengan Harga Jual. 

(3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) yaitu: 

a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku 

pada tanggal 1 April 2022; dan 

b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku 

pada saat diberlakukannya penerapan tarif Pajak 

Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 

7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai. 

 

Pasal 4 

(1) Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya 

menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan 

menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus 

menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Kantor 

Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak 

dikukuhkan. 

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat pada saat batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dimulainya 

penggunaan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai 

terutang atas penyerahan barang hasil pertanian 

tertentu. 

 

Pasal 5 

(1) Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya 

menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan 

menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat 
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beralih untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang 

terutang dengan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan tarif 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan Harga Jual 

sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang 

hasil pertanian tertentu. 

(3) Kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai yang 

terutang dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mulai berlaku pada Masa Pajak pertama setelah 

berakhirnya Tahun Pajak yang menggunakan besaran 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

(4) Pengusaha Kena Pajak yang beralih memungut Pajak 

Pertambahan Nilai yang terutang dengan tarif 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai harus menyampaikan 

pemberitahuan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak 

tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. 

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan paling lambat pada saat batas waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama setelah 

berakhirnya Tahun Pajak yang menggunakan besaran 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

(6) Pengusaha Kena Pajak yang beralih memungut Pajak 

Pertambahan Nilai yang terutang dengan tarif 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat kembali 

memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai 

yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian 

tertentu dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Masa Pajak-Masa Pajak dan 

Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya. 
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Pasal 6 

(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) disampaikan secara 

elektronik melalui saluran tertentu yang disediakan 

dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

(2) Dalam hal saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum tersedia atau terdapat gangguan terhadap 

saluran tertentu dimaksud, pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 

kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha 

Kena Pajak dikukuhkan. 

(3) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui alamat pos elektronik Kantor Pelayanan 

Pajak yang telah terdaftar; 

c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

d. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan 

bukti pengiriman surat. 

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditandatangani oleh: 

a. orang pribadi yang bersangkutan, untuk Pengusaha 

Kena Pajak orang pribadi; 

b. wakil yang diberikan wewenang untuk menjalankan 

kegiatan usaha dan bertanggung jawab terkait 

dengan perpajakan, yang dibuktikan dengan 

fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa 

akta pendirian atau dokumen pendirian dan 

perubahannya, untuk Pengusaha Kena Pajak badan; 

atau 

c. kuasa, yang disertai dengan surat kuasa khusus. 

(5) Ketentuan mengenai contoh pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

 



2022, No.364 -8- 

Pasal 7 

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau 

Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta 

pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau 

pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di 

dalam daerah pabean sehubungan dengan kegiatan 

penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dikreditkan. 

 

 Pasal 8 

Badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang 

hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang 

memperoleh barang hasil pertanian tertentu dari Pengusaha 

Kena Pajak yang dalam penyerahannya menggunakan besaran 

tertentu untuk memungut dan menyetorkan Pajak 

Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) ditunjuk sebagai pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai. 

 

Pasal 9 

Pengusaha Kena Pajak yang dalam penyerahannya 

menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan 

menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib membuat 

Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

 

Pasal 10 

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan 

barang hasil pertanian tertentu dengan menggunakan 

Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar 

Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil 

Pertanian Tertentu dianggap: 

a. menggunakan besaran tertentu untuk memungut 
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dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang 

terutang atas penyerahan barang hasil pertanian 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1); dan 

b. telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

(2) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat beralih untuk memungut Pajak Pertambahan 

Nilai yang terutang dengan mengalikan tarif Pajak 

Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dengan 

Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas 

penyerahan barang hasil pertanian tertentu, dengan 

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5. 

 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai 

Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang 

Hasil Pertanian Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 838), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 12 

 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 

2022. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Maret 2022 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BENNY RIYANTO 
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